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ABSTRAK ‘
Penerapan hukum pidana lingkungan (law enforcement), maka tidak bcrhas_llny:a
dilaksanakan dengan baik disebabkan karena ketiadaan sinkronoisasi,
keserempakan atau keselarasan baik secara struktural, substansial maupun kultural
dalam sistem peradilan pidana dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan,
pengadilan dan pemasyarakatan. Dengan menggunakan metodologi yuridis
normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka,
penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai
bagaimanakah wewenang PPNS KLHK dalam penegakan hukum lingkungan
serta bagaimanakah implementasi wewenang PPNS KIL.HK dalam penegakan
hukum lingkungan. Simpulan, wewenang PPNS KIL.HK dalam penegakan hukum
lingkungan adalah sebagai penyidikan yang berhubungan dengan perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara
Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup dan harus
melakukan koordinasi dengan Penyidik Polri yang bertujuan agar tidak terjadi
tumpang tindih tindakan dan kewenangan diantara kedua institusi dalam
menangani satu kasus pidana lingkungan. Implementasi wewenang PPNS K1 HK
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BAB 1V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada rumusan permasalahan dalam skripsi ini, maka

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Wewenang PPNS KLHK dalam penegakan hukum lingkungan adalah
sebagai penyidikan yang berhubungan dengan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Hukum
Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan
hidup dan harus melakukan koordinasi dengan Penyidik Polri yang
bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih tindakan dan kewenangan
diantara kedua institusi dalam menangani satu kasus pidana lingkungan.

[mplementasi wewenang PPNS KLHK dalam penegakan hukum
lingkungan belum optimal. Penyidik PPNS Kementrian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 32 tahun
7009 saat ini belum melaksanakan peran dan fungsinya dalam
melaksanakan UU No. 32 tahun 2009 khususnya mengenai penegakan
hukum pidana. Hal ini didasarkan pada tidak terlaksanannya peran dari
penyidik PNS di lingkungan Kementrian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan dalam melaksanakan fungsi penyidikan terhadap kasus-kasus

pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
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